GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR (8 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 85 TAHUN 2015
TENTANG KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan
huruf h lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan wurusan
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak terdapat 6 (enam) sub urusan yang
menjadi kewenangan provinsi meliputi kualitas hidup
perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga,
sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan
perlindungan khusus anak;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 209 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Pasal S ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan
Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menyatakan Pemerintah Daerah
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan

dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan
perlindungan anak di daerah;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah menyatakan pada dinas daerah provinsi
dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi
untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan penunjang teknis tertentu;

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf h
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, menyatakan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Aceh melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan
umum dan teknis sebagai lembaga yang berwenang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
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f.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang
Pencabutan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun
2015 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak
Aceh;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 4  Tahun 1979  tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S606);

S. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5332);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 21);

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016
Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87)
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
(Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 85 TAHUN 2015
TENTANG KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ACEH.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2015 tentang
Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (Berita
Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 82) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2% Mel 2022
24 SYAunl 1443

—2X GUBERNUR ACEH,I\/
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NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 25 Mel

2022

249 Sawal 1443

~LSEKRETARIS DAERAH ACEH?) ‘

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 18
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